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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan 

berkedaulatan rakyat.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara jelas menyatakan 

bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

i

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.2

Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut, maka perlu diwujudkan dalam 

pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat pusat 

maupun di daerah, agar melaksanakan program pembangunan baik fisik maupun 

mental spiritual.

A. W. Widjaja, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi,edisi revisi, 
Cetakan ke 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 238 dan 239
2 Sekretariat Jenderal MPR RJ, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,2002, 
hlm. 3

1
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Pembangunan tersebut dilaksanakan pada setiap bidang termasuk juga di 

dalamnya pembangunan di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum tersebut 

diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem 

hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya 

produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian 

nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, dan penegakan, 

serta perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan 

mampu mendukung pertumbuhan perkembangan perekonomian nasional, serta 

mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan 

perekonomian nasional adalah peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan 

kewajiban pembayaran utang yang telah diatur oleh Undang-Undang No 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi 

yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para 

pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari 

berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi 

lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian 

utang-piutang dalam masyarakat.

maupun cara
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Asia termasuk Indonesia sejakKrisis moneter yang melanda negara

1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadappertengahan tahun

perekonomian dan perdagangan nasional. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia

tersebut, sesungguhnya terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, 

lain : depresiasi atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, tingginya 

tingkat suku bunga perbankan, besarnya ketergantungan sektor swasta terhadap 

pinjaman jangka pendek dan pengaruh krisis ekonomi regional. 3

Hal-hal tersebut menyebabkan kemampuan dunia usaha menjadi terganggu 

dalam mengembangkan usahanya, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya menjadi semakin sulit dan tidak mudah hal tersebut sangat mempengaruhi

antara

kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut

berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera

diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan keija dan

permasalahan sosial lainnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 telah dikeluarkan Perpu No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang- 

Undang dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, terakhir diubah lagi menjadi 

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

pembayaran utang.

3 M. Syaiftiddin, Tanggung jawab pengurus PT terhadap proses Kepailitan dan PKPU, Sirabur 
cahaya (majalah ilmiah Fakultas Hukum UNSRI) no 25, tahun IX, penerbit dan percetakan UNSRI 
Palembang, 2004, hlm. 284.
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Dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator 

di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang.4 Kepailitan merupakan sarana hukum yang dinilai 

efektif untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara debitor dengan 

kreditor.

Suatu putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi 

tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta

kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa syarat utama untuk dapat 

dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) 

kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. 

Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, 

maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit 

tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar 

kembali seluruh utangnya tersebut secara adil dan merata serta berimbang kepada
t

para Kreditor. Dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan-perubahan yang

4 Pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 
pembayaran utang.
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Salah satudisempurnakan lagi untuk menambah ketentuan baru yang belum ada. 

penyempurnaan tersebut adalah peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang 

memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah, 

dikenal, yaitu Balai harta peninggalan.

Kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian 

khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan 

telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kurator 

juga berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para 

kreditornya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, kurator harus memahami bahwa 

tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil 

dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi juga harus

dapat meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Untuk meningkatkan nilai harta pailit tersebut kurator melakukan

pemberesannya dengan cara melakukan pemberesan terhadap aset-aset harta pailit 

tersebut,5 baik melalui penjualan secara lelang maupun penjualan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun menyusun suatu karya tulis bidang

hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “KEWENANGAN KURATOR DALAM

MELAKSANAKAN PEMBERESAN ASET-ASET DEBITOR PAILIT

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

(PKPU)”.

5 Pasal 107 Undang - Undang No 37 Tahun 2004.
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B. Permasalahan

dalamBerdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka permasalahan 

penulisan ini adalah :

a. Bagaimana bentuk pemberesan terhadap harta pailit yang dilakukan oleh

Kurator ?

b. Kreditor mana yang berhak didahulukan pembayarannya atas hasil penjualan

harta pailit tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan.

a. Untuk mengetahui dan menginventaris bentuk-bentuk pemberesan terhadap

aset-aset harta pailit yang dilakukan Kurator dalam melaksanakan dan

menjalankan kewenangannya.

b. Mengkaji dan menganalisis tentang kreditor yang lebih berhak atas hasil 

penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

2. Manfaat.

a. Dari sudut Teoritis, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai 

sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan 

mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khusunya kajian dalam 

bidang hukum kepailitan.
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b. Dari sudut Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dapat menjalankan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan 

dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul Skripsi ini, maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal 

yang menyangkut masalah mengenai kewenangan Kurator dalam melakukan 

pemberesan aset-aset harta pailit dalam proses kepailitan dalam hubungan

hubungannya dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.6 Pada penelitian normatif yang diteliti hanya 

bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian 

literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sehingga, yang 

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, atau hanya meneliti data 

sekunder belaka.

Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), celakan ke 
6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.
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2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah 

Pendekatan Statuta atau Pendekatan terhadap Undang-Undang, dalam hal ini 

pendekatan terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud memahami, 

menjelaskan, memaparkan, dan menggali norma-norma hukumnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam Skripsi ini adalah data sekunder7, 

yaitu data yang bersumber dari bahan hukum ataupun data yang telah diolah 

terlebih dahulu. Sifatnya dengan melakukan analisis data, yaitu dengan 

menganalisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan
Q

pustaka yang berasal dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, 

utamanya literatur — literatur mengenai Kepailitan dan Kurator.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

7 Ibid, hlm. 29.
8 Ibid, hlm. 33.
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meliputi majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang 

relavan serta kamus hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan 

dan mengkaji bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan yang disebut bahan 

hukum.9 Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mendatangi Perpustakaan yang menjadi sumber bahan-bahan penelitian.

b. Mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang

bersangkutan.

c. Mempergunakan alat penelusuran bahan pustaka yang disebut Katalog.

d. Membuat catatan-catatan setelah bahan-bahan yang digunakan dalam

penelitian telah diperoleh.

5. Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan secara deskriptif, yakni dengan 

membandingkan data sekunder, pendapat-pendapat para Saijana hukum yang 

terkemuka dan diakui kredibilitasnya, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. 

Data-data sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat 

menjawab permasalahan.

9 Usmawadi, Teknis Penulisan Ilmiah (Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum), No X 
(Revisi), Labotarium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm. 236.



10

Manasse Malo, dkk berpendapat, yang diikuti oleh Amelia dalam 

skripsinya,10 menyatakan perlunya dilakukan dekriptif, karena imformasi yang 

didapat mengenai suatu permasalahan atau Keadaan belum cukup terinci, 

sehingga perlu diadakan penelitian yang lebih terinci terhadap imformasi yang

sudah tersedia.

Dalam buku tersebut dikatakan, sebenarnya ada dua tujuan dilakukan

Analisis data sekunder secara deskriptif, Pertama, perkembangan suatu aspek

fenomena sosial tertentu, Kedua, mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial

tertentu. Atau dengan kata lain penelitian deskriptif adalah untuk memberikan

gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan

memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukan

hubungan antar berbagai variabel.

Amelia, Skripsi Tentang Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut 
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, Palembang, 2006, hlm. 8. y
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